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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep aset tak berwujud dan status hukum
kripto dalam perspektif fikih kontemporer dengan pendekatan berbasis kajian platform
CryptoSharia. Melalui metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini
menelaah pandangan ulama dan lembaga syariah terhadap kedudukan aset digital sebagai
bagian dari al-mal (harta) serta aspek kehalalannya dalam muamalah Islam. Hasil kajian
menunjukkan bahwa aset tak berwujud dapat diakui sebagai harta jika memenuhi unsur
manfaat (manfa‘ah), memiliki nilai ekonomi riil, dan dapat dimiliki secara sah. Dalam konteks
kripto, status hukumnya bergantung pada karakteristik dan tujuan penggunaannya.
CryptoSharia menilai kehalalan aset kripto secara project-based analysis, menolak bentuk
transaksi spekulatif seperti futures dan leverage trading, serta menekankan prinsip maqasid
al-syari‘ah untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Oleh karena itu,
diperlukan sinergi antara ulama, akademisi, dan pakar teknologi untuk membangun standar
syariah global dalam tata kelola aset digital.

Kata Kunci: Aset Tidak Berwujud, Kripto, Maqasid al-Syari‘ah

Abstract

This study aims to analyze the concept of intangible assets and the legal status of
cryptocurrency from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence using the
CryptoSharia platform-based approach. Employing a descriptive qualitative method through
library research, this study examines scholarly and institutional views on digital assets as part
of al-mal (property) and their permissibility under Islamic law. The findings indicate that
intangible assets can be recognized as mal if they possess tangible benefits (manfa‘ah), real
economic value, and lawful ownership. Regarding cryptocurrencies, their legality depends on
their characteristics and intended use. CryptoSharia applies a project-based analysis to
determine halal status, rejects speculative practices such as futures and leverage trading, and
emphasizes the maqasid al-syari‘ah principles of promoting benefit and preventing harm.
Thus, collaboration among scholars, Islamic economists, and technology experts is essential to
establish a comprehensive global Sharia standard for digital asset governance.
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A. LATAR BELAKANG MASALAH

Fenomena berkembangnya aset digital dan blockchain di dunia modern semakin
menjadi sorotan, terutama di Indonesia, di mana regulasi terkait mulai
dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan pasar dan melindungi konsumen.
Aset digital, termasuk cryptocurrency dan Non-Fungible Token (NFT), marak
digunakan dalam transaksi elektronik dan investasi. Pada tahun 2019, pemerintah
Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
telah menerbitkan peraturan yang melegalkan cryptocurrency dalam perdagangan
berjangka, yang menunjukkan langkah resmi dalam pengaturan aktivitas ini . Selain
itu, dalam konteks hukum, pemahaman mengenai sifat kebendaan dari NFT sebagai
jaminan kebendaan juga mulai diperhatikan . Teknologi blockchain memungkinkan
kecepatan dan keamanan transaksi yang lebih baik, sehingga semakin banyak
individu dan institusi yang tertarik untuk berinvestasi dalam aset-aset ini. Namun,
tantangan terkait dengan perlindungan konsumen juga dihadapi, mengingat banyak
pengguna yang mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko yang terlibat. Berbagai
upaya terus dilakukan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan
mengedukasi masyarakat tentang penggunaan aset digital dalam rangka
meningkatkan literasi digital dan keamanan transaksi di era digital ini.
Meningkatnya penggunaan aset kripto dalam kalangan umat Muslim di Indonesia
menghadapi tantangan signifikan terkait kebingungan hukum syariahnya. Meskipun
terdapat potensi besar bagi investasi dalam aset digital ini, berbagai perspektif
syariah masih mempertanyakan legalitas dan kehalalan penggunaan cryptocurrency.
Sejumlah ulama menyatakan bahwa transaksi aset kripto bisa dianggap mubah
(dibolehkan), tetapi hal ini tergantung pada niat dan cara penggunaannya.

Sebagaimana diungkapkan dalam kajian mengenai fikih muamalah, hukum
kripto bisa dianggap mubah bagi mereka yang berkenan menggunakan dan
mengakuinya; sebagai alat investasi, hukum kripto masih diperdebatkan, dengan
beberapa penelitian menyatakan bahwa sifat spekulatif dan ketidakpastian (gharar)
pada cryptocurrency dapat membuatnya terlarang dalam pandangan syariah. Dalam
konteks zakat, pentingnya pemahaman mengenai kedudukan kripto sebagai objek
zakat terus disoroti, dengan peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 yang menjadi
acuan dalam penilaian ini. Meski banyak potensi yang diakui, tantangan literasi dan
pemahaman masyarakat tentang aspek hukum ini jelas menjadi penghalang dalam
adopsi yang lebih luas terhadap kripto, terutama di kalangan umat Muslim. Oleh
karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara regulator, akademisi, dan tokoh
agama untuk memberikan rangkaian hukum yang jelas dan memastikan bahwa
penggunaan aset kripto tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perdebatan di kalangan ulama mengenai status hukum cryptocurrency sebagai
mal (harta) atau bukan menjadi isu penting dalam konteks pemanfaatannya di
kalangan umat Muslim. Sebagian ulama berpendapat bahwa cryptocurrency dapat
dianggap sebagai mal karena sifatnya sebagai alat tukar dalam transaksi dan
kemampuannya untuk memberikan nilai ekonomis, serupa dengan uang
konvensional. Namun, pihak lain menekankan bahwa ketidakpastian (gharar), sifat
spekulatif, dan kurangnya aset dasar yang mendasari cryptocurrency membuatnya
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang menuntut kepastian dan transparansi dalam
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transaksi. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa
penggunaan cryptocurrency masih dipertanyakan dan dapat dianggap haram jika
mengandung unsur gharar dan qimar, yang berpotensi merugikan pelaku. Oleh
karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan pandangan hukum yang
jelas mengenai cryptocurrency, yang akan membantu masyarakat memahami serta
menentukan posisi mereka dalam konteks syariah, sehingga ada kepastian hukum
dalam melakukan transaksi digital di era modern ini.

Pembahasan konsep harta (al-mal) dalam fikih kontemporer memiliki urgensi
yang tinggi, terutama dalam konteks hukum Islam yang terus beradaptasi dengan
perkembangan zaman. Konsep harta tidak hanya dilihat dari sudut pandang material,
tetapi juga dari sisi spiritual yang mencerminkan amanah Ilahi, sebagaimana
diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Sakinah. Pentingnya pemahaman yang
mendalam tentang al-mal ini berkaitan erat dengan berbagai transaksi ekonomi di
era modern, termasuk perdebatan mengenai mata uang digital dan aset kripto yang
semakin marak. Dalam kerangka hukum, klasifikasi harta membawa konsekuensi
hukum berbeda yang mempengaruhi status kepemilikan dan transaksi. Oleh karena
itu, diskusi mengenai harta dalam fikih kontemporer harus mencakup pengkajian
multidimensional, yang mengaitkan teori maqgashid syariah untuk memastikan
bahwa praktik ekonomi yang dilakukan sejalan dengan tujuan syariah dalam
menjaga hak dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak hanya penting untuk
merespons tantangan kontemporer, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap
usaha ekonomi dapat memberikan maslahat yang lebih luas bagi umat dan
masyarakat secara keseluruhan.

Platform seperti CryptoSharia berperan penting dalam memberikan panduan
figh terhadap perkembangan aset digital di era modern. Melalui pendekatan edukatif
dan riset berbasis syariah, CryptoSharia berupaya menjembatani antara prinsip-
prinsip fikih muamalah dengan praktik ekonomi digital yang terus berkembang.
Platform ini menyajikan analisis mendalam terkait aspek kehalalan aset kripto
dengan mempertimbangkan unsur-unsur seperti gharar (ketidakpastian), maysir
(spekulasi), serta keberadaan underlying asset yang menjadi dasar nilai suatu aset
digital. Dengan demikian, CryptoSharia tidak hanya berfungsi sebagai sumber literasi
keuangan Islam, tetapi juga sebagai otoritas rujukan yang membantu masyarakat
memahami dan menilai aktivitas ekonomi digital agar tetap sesuai dengan prinsip
syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Data yang dibutuhkan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Studi ini
mengeksplorasi berbagai jenis penelitian kualitatif berbasis kepustakaan yang dapat
diterapkan pada studi agama dan praktik keagamaan dalam Islam, dengan referensi
dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Konsep Harta (Al-Mal) dalam Fikih Islam

Pengertian mal (harta) menurut fugaha klasik mencakup hal-hal yang memiliki
nilai ekonomis dan dapat dimiliki serta dimanfaatkan secara halal dalam kerangka
syariah. Mal diartikan sebagai segala sesuatu yang memenuhi kriteria nilai dan
manfaat, dan diharapkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan
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prinsip Islam. Dalam konteks ini, fugaha mengklasifikasikan mal tidak hanya pada
benda fisik, tetapi juga mencakup hak-hak yang mempunyai nilai dan dapat
memberikan manfaat yang jelas, seperti harta tanah, uang, dan bahkan aset digital
yang diakui. Pandangan ini menjadi penting, terutama dalam menghadapi
transformasi ekonomi dan munculnya bentuk-bentuk baru aset, seperti
cryptocurrency, di mana para ulama perlu mempertimbangkan definisi dan kriteria
mal dalam menentukan hukum penggunaannya. Dengan demikian, pemahaman
yang mendalam mengenai konsep mal ini sangat penting dalam praktik muamalah
kontemporer, untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip
syariah.

Syarat agar sesuatu dapat disebut sebagai mal (harta) dalam pandangan fugaha
klasik meliputi tiga kriteria utama: adanya manfaat, nilai, dan penguasaan (qabdh).
Pertama, suatu benda harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh pemiliknya, sehingga dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup Nasution. Kedua, barang tersebut harus memiliki nilai
yang diakui dalam masyarakat, baik berupa nilai ekonomi maupun nilai sosial, agar
dapat dipergunakan dalam transaksi resmi . Ketiga, penguasaan atau qabdh
menjelaskan bahwa pemilik harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan benda
tersebut secara sah, yang mencerminkan hak milik yang legitim. Ketiga syarat ini
saling berkaitan dan penting untuk memastikan bahwa harta yang dimiliki tidak
hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah dalam
konteks muamalah. Di tengah perkembangan ekonomi modern, pemahaman yang
kuat tentang syarat-syarat ini menjadi krusial, terutama dalam menghadapi bentuk-
bentuk baru harta seperti aset digital dan cryptocurrency, yang memerlukan
interpretasi hukum yang relevan.

Aset Tak Berwujud (Intangible Assets) dalam Fikih Kontemporer

Aset tak berwujud, seperti hak cipta, paten, data digital, dan mata uang kripto,
semakin mendominasi ruang ekonomi modern dengan nilai dan manfaat yang
signifikan. Hak cipta dan paten memberikan perlindungan kepada pencipta atau
penemu atas karya kreatif dan inovasi mereka, sehingga memungkinkan mereka
menghasilkan keuntungan dari karya yang telah diciptakan. Sedangkan data digital
juga memiliki nilai yang berharga, terutama dalam era informasi, di mana data bisa
diperdagangkan atau dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Di sisi
lain, mata uang kripto, sebagai representasi baru dari bentuk uang, menawarkan
sistem transaksi yang terdesentralisasi dan kurang bergantung pada otoritas pusat.
Aset-aset ini menantang pemahaman tradisional tentang harta, di mana nilai tidak
lagi hanya ditentukan oleh aset fisik tetapi juga oleh potensi ekonomi yang dapat
dihasilkan dari pemanfaatannya.

Sikap Majma‘al-Figh al-Islami dan sejumlah ulama kontemporer terhadap
legalitas aset non-fisik sangat beragam. Beberapa ulama mengakui bahwa aset seperti
cryptocurrency dan hak cipta dapat dianggap sebagai mal, dengan syarat memenubhi
prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat juga keraguan mengenai legalitas
penggunaan aset digital tersebut, khususnya yang berkaitan dengan unsur gharar
(ketidakpastian) dan gimar (perjudian). Khusus untuk cryptocurrency, meskipun
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dianggap sebagai inovasi yang menarik, banyak ulama menyampaikan bahwa
investor harus berhati-hati, mengingat fluktuasi nilai yang tajam dan potensi risiko
kerugian yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi dan investor untuk
memahami aspek hukum ini agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam
aktivitas ekonomi mereka.

Transformasi pemahaman harta dari berbasis benda ke berbasis nilai dan
manfaat mencerminkan dinamika yang terjadi di tengah kemajuan teknologi dan
perubahan sosial. Dalam konteks ini, pergeseran mendasar terjadi di mana nilai tidak
lagi hanya diukur dari kepemilikan fisik, melainkan juga dari daya guna dan manfaat
yang dihadirkan. Konsep ini membuka jalan bagi pengakuan yang lebih luas terhadap
berbagai bentuk aset non-fisik yang sebelumnya tidak dianggap sebagai harta.
Dengan demikian, untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, diperlukan
pemahaman yang komprehensif mengenai hakekat harta dalam konteks modern,
sehingga setiap transaksi dan investasi dapat dilakukan dengan penuh keadilan,
transparansi, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Tinjauan tentang Kripto dalam Perspektif Syariah

Karakteristik utama dari cryptocurrency melibatkan desentralisasi, volatilitas,
transparansi, dan Kketerbatasan suplai. Sistem desentralisasi memungkinkan
pengguna untuk bertransaksi tanpa perantara seperti bank, sehingga mengurangi
biaya dan mempercepat proses transaksi. Volatilitas adalah ciri khas lain dari
cryptocurrency, di mana harga dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat,
seringkali dipicu oleh berita atau perubahan regulasi, yang dapat mempengaruhi
keputusan investasi. Transparansi dalam blockchain—teknologi yang mendasari
sebagian besar cryptocurrency—menawarkan catatan terbuka tentang semua
transaksi yang terjadi, yang dapat meningkatkan kepercayaan di kalangan pengguna.
Keterbatasan suplai, seperti dalam Bitcoin yang dibatasi hingga 21 juta unit,
menciptakan kelangkaan yang dapat meningkatkan nilai seiring bertambahnya
permintaan.

Dalam konteks hukum Islam, analisis terhadap unsur gharar, maisir, dan riba
dari cryptocurrency menjadi sangat penting. Gharar merujuk pada ketidakpastian
dalam transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan, sedangkan maisir berkaitan
dengan praktik spekulatif yang berpotensi merugikan pihak tertentu. Cryptocurrency,
dengan fluktuasi harganya yang tajam, menghadapi tantangan serius terkait
keduanya karena investor mungkin mengalami kerugian yang besar akibat spekulasi
yang tidak terencana. Para ulama menjelaskan bahwa transaksi yang mengandung
gharar dan maisir adalah haram dalam Islam, sehingga memicu diskusi di kalangan
cendekiawan untuk merumuskan fatwa mengenai legalitas cryptocurrency dalam
kerangka hukum syariah, mengingat bentuk non-fisik ini tidak memiliki dasar fisik
yang stabil.

Posisi cryptocurrency sebagai alat tukar, komoditas, atau instrumen investasi
masih menjadi perdebatan. Beberapa berargumen bahwa cryptocurrency dapat
dijadikan alat tukar yang sah dengan asumsi bahwa kedua belah pihak sepakat pada
nilai tukar yang adil dan jelas. Namun, banyak ulama menilai cryptocurrency lebih
cocok dipandang sebagai komoditas atau instrumen investasi, mengingat sifat
spekulatif dan volatilitasnya yang tinggi. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)
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menyatakan bahwa Bitcoin dan cryptocurrency lainnya berada dalam kategori harta
syubhat, yang berarti diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan dengan
menghindari unsur haram. Oleh karena itu, penting bagi investor dan pengguna
untuk memahami status hukum dan risiko terkait agar dapat bertransaksi secara
bijak di era digital saat ini.

Analisis Kehalalan Kripto Berdasarkan Kajian CryptoSharia

Perkembangan aset digital berbasis blockchain telah memunculkan berbagai
perdebatan dalam kajian fikih muamalah kontemporer, terutama terkait aspek
kehalalannya. Secara terminologis, aset kripto dapat dipahami sebagai representasi
digital dari nilai yang diamankan melalui teknologi kriptografi, serta beroperasi di
atas sistem blockchain, yaitu buku besar terdistribusi (distributed ledger) yang
terdesentralisasi. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi diverifikasi oleh
jaringan partisipan secara kolektif, bukan oleh satu otoritas pusat sebagaimana
sistem keuangan konvensional. Prinsip desentralisasi tersebut menghadirkan
transparansi, efisiensi, dan keamanan data yang tinggi, sehingga menjadi salah satu
inovasi utama dalam transformasi sistem keuangan global.

Dalam perspektif syariah, teknologi blockchain memiliki potensi yang sejalan
dengan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas, sepanjang
penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip dasar muamalah. Namun
demikian, status hukum aset kripto tidak dapat ditentukan hanya dari aspek
teknologinya. Penilaian terhadap kehalalan harus mempertimbangkan tujuan, fungsi,
serta manfaat ekonomi dan sosial dari aset tersebut. Dengan demikian, pendekatan
hukum Islam terhadap kripto menuntut analisis yang komprehensif dan kontekstual,
bukan penilaian yang bersifat umum atau menyamaratakan.

Istilah “kripto” sendiri mencakup spektrum aset yang sangat luas dan beragam.
Aset kripto tidak hanya berupa alat investasi, tetapi juga memiliki fungsi teknologi
dan utilitas tertentu. Beberapa kategori utama meliputi: (1) Smart Contract Platform
(Layer-1) seperti Ethereum atau Solana, yang berperan sebagai infrastruktur untuk
membangun aplikasi berbasis blockchain; (2) Utility Token, yaitu token yang
digunakan untuk membayar layanan digital tertentu seperti penyimpanan data atau
akses aplikasi; (3) Asset-Backed Token (Stablecoin) yang nilainya dijamin oleh aset
nyata seperti emas atau mata uang fiat; serta (4) Exchange Token, yaitu token yang
digunakan di dalam ekosistem platform bursa tertentu. Keberagaman fungsi ini
menjadikan penilaian fikih terhadap aset kripto harus dilakukan secara spesifik
sesuai karakteristik setiap jenisnya.

Dalam pendekatan CryptoSharia, penentuan kehalalan suatu aset kripto
dilakukan melalui analisis berbasis proyek (project-based analysis). Setiap aset
dinilai berdasarkan white paper atau dokumen resmi yang menjelaskan tujuan,
mekanisme, dan manfaat proyek yang melatarbelakanginya. Apabila suatu proyek
mendukung kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perjudian,
riba, atau aktivitas yang merusak moral publik, maka aset tersebut dikategorikan
tidak halal. Sebaliknya, apabila proyek tersebut memberikan manfaat nyata, seperti
peningkatan efisiensi ekonomi, transparansi transaksi, atau pemberdayaan keuangan
masyarakat, maka aset tersebut berpotensi diperbolehkan secara syariah.
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Selain meninjau substansi proyek, pendekatan ini juga membedakan antara
pemanfaatan aset kripto secara produktif dengan perdagangan spekulatif. Aktivitas
perdagangan tidak secara otomatis dikategorikan haram, selama dilakukan dengan
prinsip kehati-hatian, adanya kepemilikan yang sah, serta tidak mengandung unsur
penipuan atau manipulasi pasar. Dengan kata lain, jual beli aset digital dapat
dibenarkan apabila memenuhi rukun dan syarat akad dalam muamalah Islam,
seperti kejelasan objek transaksi, nilai tukar, dan mekanisme serah terima (qgabd).

Namun, CryptoSharia menegaskan larangan terhadap bentuk transaksi finansial
tertentu yang mengandung unsur spekulatif tinggi, seperti derivatif, kontrak
berjangka (futures), dan leverage trading. Aktivitas tersebut dipandang menyerupai
maisir (perjudian) karena memperjualbelikan uang dengan uang tanpa adanya
kepemilikan atau manfaat ekonomi yang jelas. Dari perspektif fikih muamalah,
transaksi seperti itu tidak memenuhi unsur tagabudh dan tahqiq al-manfa‘ah,
sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang
menjadi landasan syariah.

Adapun tingkat volatilitas harga yang tinggi dalam aset kripto tidak secara
otomatis menjadikannya haram. Fluktuasi nilai merupakan fenomena alami dalam
sistem ekonomi pasar yang mengikuti mekanisme penawaran dan permintaan
(supply and demand). Selama perubahan harga terjadi secara wajar dan tidak
disebabkan oleh praktik manipulatif, volatilitas dapat diterima sebagai konsekuensi
logis dari dinamika pasar yang terbuka.

Secara keseluruhan, analisis yang dikembangkan oleh CryptoSharia berupaya
menghadirkan pendekatan fikih yang moderat dan berbasis maqasid al-syari‘ah.
Kajian ini menolak pandangan ekstrem—baik yang menolak seluruh bentuk kripto
maupun yang menerima tanpa batas—dan berusaha menempatkan kripto sebagai
fenomena ekonomi baru yang perlu disikapi secara proporsional. Dengan
memprioritaskan aspek kemaslahatan (jalb al-maslahah) dan pencegahan
kemudaratan (dar’ al-mafsadah), CryptoSharia berkontribusi dalam membangun
kerangka etik dan hukum bagi umat Islam agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi
digital secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Diskusi dan Implikasi
Relevansi Konsep Harta dengan Era Digital

Islam mengakui dan menghargai nilai non-fisik, seperti hak cipta, paten, atau
aset digital, selama memenuhi unsur manfaat dan kepemilikan yang sah. Menurut
pandangan hukum Islam, karya cipta atau inovasi yang diakui haruslah selaras
dengan norma dan nilai-nilai Islam. Jika suatu karya bertentangan dengan prinsip-
prinsip ini, maka perlindungan dan pengakuan terhadapnya tidak akan diberikan
Sutisna and Mukhtar. Untuk sebuah karya atau aset non-fisik agar diakui sebagai hak
kepemilikan yang sah dalam Islam, harus ada manfaat yang jelas bagi penggunanya
serta kepemilikan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum syariah.
Hal ini mencerminkan pentingnya keterikatan antara nilai yang dihasilkan dan
kepatuhan terhadap etika dan hukum Islam.

Selain itu, aset digital seperti mata uang kripto dan token digital menimbulkan
dialog baru dalam konteks hukum Islam. Aset-aset ini dapat diperdagangkan dan
dimiliki, namun masih menghadapi tantangan terkait penerapan prinsip syariah,
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yang mencakup kejelasan mengenai manfaat dan kepemilikan. Sebagai contoh, mata
uang kripto memiliki potensi sebagai alat tukar; tetapi, sifatnya yang tidak fisik dan
volatilitas harga tinggi dapat menjadi penghalang bagi pengakuan penuh dalam
hukum Islam jika tidak memenuhi kriteria tertentu. Ulama kontemporer berargumen
bahwa keberadaan aset digital harus dievaluasi dengan mempertimbangkan aspek
manfaat dan kerugian bagi masyarakat, sehingga hanya aset yang memenuhi syarat
syariah yang dapat diakui sebagai harta yang sah.

Dengan demikian, transformasi pemahaman mengenai mal dalam Islam
menunjukkan pergeseran dari konsep berbasis benda ke nilai dan manfaat.
Mengingat perkembangan teknologi dan munculnya bentuk-bentuk harta baru,
penting bagi umat untuk memahami bahwa nilai sesuatu tidak hanya terletak pada
fisiknya, tetapi juga pada bagaimana nilai tersebut memberikan manfaat bagi
kehidupan, menciptakan kesejahteraan, dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan
dalam syariah. Oleh karena itu, akan ada potensi penerimaan yang lebih luas
terhadap berbagai bentuk harta non-fisik, selama memenuhi kriteria yang telah
ditentukan untuk memastikan bahwa mereka bermanfaat bagi individu dan
masyarakat.

Kripto dapat dianggap sebagai mal mutagawwim modern jika digunakan sesuai
dengan etika syariah, karena memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi
yang substansial asalkan memenubhi syarat-syarat yang sah. Kripto, meskipun berupa
aset non-fisik, dapat memberikan keuntungan yang sepadan dengan nilai dan
pekerjaan yang dilakukan, serta dapat dimiliki dan dikuasai oleh individu secara sah.
Dalam konteks ini, syarat untuk kripto agar diakui sebagai mal di bawah hukum
syariah mencakup pemenuhan unsur manfaat, kepemilikan yang sah, dan
keterhindaran dari semua unsur haram seperti gharar (ketidakpastian), dharar
(kerugian), dan maisir (perjudian). Dengan ketaatan terhadap prinsip-prinsip ini,
kripto memiliki peluang untuk diterima lebih luas dalam konteks ekonomi Islam,
termasuk sebagai objek zakat, yang menunjukkan bahwa harta tidak hanya bertumpu
pada bentuk fisiknya tetapi juga pada nilai dan manfaat yang dihasilkan.

Melihat dari sudut pandang para ulama, mahzab yang berbeda dalam memaknai
kripto menunjukkan dinamika hukum yang menarik dalam masyarakat Islam. Fatwa
dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk Majelis Ulama
Indonesia (MUI), mencatat bahwa penggunaan kripto harus menjaga integritas nilai-
nilai Islam, di mana hanya kripto yang bebas dari ketidakpastian dan spekulasi yang
dapat diterima sebagai alat tukar atau investasi yang sah. Pengenalan prinsip-prinsip
etika yang kuat dalam penggunaan cryptocurrency oleh umat Muslim sangat krusial
untuk memastikan bahwa aktivitas investasi tidak hanya menguntungkan secara
finansial tetapi juga sejati dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan
transformasi dan adaptasi yang tepat, kripto dapat berkontribusi signifikan terhadap
perkembangan ekonomi Islam.

Akhirnya, sikap terarah terhadap kripto juga akan mengarahkan masyarakat
untuk tetap memegang prinsip hifz al-mal (melindungi kekayaan) dan memastikan
bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan asas keadilan dan transparansi. Ini
mencerminkan esensi dari ekonomi syariah yang berfokus pada penciptaan
kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah
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yang kuat, kripto sebagai mal mutagawwim modern dapat berfungsi tidak hanya
sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan yang lebih luas
bagi masyarakat, asalkan digunakan dengan benar dan etis.

Pentingnya Regulasi Dan Literasi Syariah Di Bidang Kripto.

Pentingnya regulasi dan literasi syariah di bidang kripto sangat kritis, terutama
dalam konteks meningkatnya minat masyarakat terhadap aset digital ini. Regulasi
yang jelas dan transparan diperlukan untuk mengarahkan perilaku pelaku pasar
sehingga transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini,
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan bahwa semua
produk dan praktik yang berkaitan dengan cryptocurrency mematuhi ketentuan
syariah, termasuk penghindaran elemen gharar (ketidakpastian) dan maisir
(perjudian). Di sisi lain, literasi syariah yang memadai sangat penting untuk
membantu masyarakat memahami manfaat dan risiko dari investasi kripto.
Peningkatan pengetahuan ini dapat memberikan bekal kepada individu untuk
melakukan investasi yang lebih cerdas dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya
akan berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi syariah.

Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, termasuk tingkat pemahaman
masyarakat yang bervariasi dan ketidakmerataan akses informasi mengenai produk-
produk keuangan syariah yang berkaitan dengan kripto. Penelitian menunjukkan
bahwa rendahnya literasi keuangan syariah berpotensi menghalangi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan berbasis syariah, termasuk investasi
dalam cryptocurrency yang diizinkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan
lembaga terkait untuk melakukan kampanye edukasi yang dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat mengenai penggunaan dan investasi kripto yang sesuai
dengan etika syariah serta mengedukasi mereka tentang cara bertransaksi dengan
aman dan bertanggung jawab dalam dunia digital.

Mengembangkan regulasi yang adaptif dan lengkap serta meningkatkan literasi
syariah di bidang kripto akan menjadi dasar untuk membangun kepercayaan publik
serta mendorong partisipasi yang lebih besar dalam ekonomi syariah. Dengan
kekuatan regulatori dan dukungan pendidikan yang baik, diharapkan masyarakat
dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan
oleh teknologi blockchain dan aset digital, sehingga menciptakan sistem yang tidak
hanya inovatif tetapi juga adil dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam.

Magqasid Syariah dan Etika Penggunaan Kripto

Prinsip hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-‘aql (menjaga akal) menjadi
landasan penting dalam kebijakan ekonomi syariah, terutama dalam menghadapi
tantangan digitalisasi dan penggunaan teknologi baru seperti cryptocurrency. Hifz al-
mal menekankan perlunya melindungi kekayaan individu dan masyarakat agar tidak
terjadinya kerugian yang disebabkan oleh praktik ekonomi yang tidak etis atau tidak
sesuai syariah. Di sisi lain, hifz al-‘aql menggarisbawahi pentingnya menjaga
integritas dan kemampuan berpikir kritis individu agar tidak terjerumus dalam
penyalahgunaan digital, perjudian, atau penipuan Nathania, Febriadi, and Anshori.
Dalam konteks ini, regulasi yang mengedepankan prinsip-prinsip ini sangat
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diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan etis, serta untuk
melindungi konsumen dari risiko yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan atau
kekaburan dalam aturan yang berlaku.

Etika dalam bertransaksi di era digital mencakup transparansi, tanggung jawab,
dan komitmen untuk menghindari praktik penipuan. Transparansi memungkinkan
semua pihak yang terlibat untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai syarat
dan ketentuan transaksi, sedangkan tanggung jawab mengharuskan semua pelaku
untuk melakukan upaya yang wajar dalam memenuhi komitmen dan kewajiban
mereka. Menghindari penipuan digital menjadi aspek krusial dalam menjaga
kepercayaan antara pelaku pasar, yang dapat dicapai melalui penerapan praktik
terbaik dan kepatuhan pada regulasi yang ada. Hal ini diharapkan tidak hanya akan
memastikan keberlanjutan bisnis yang sehat tetapi juga menciptakan ekosistem
ekonomi yang harmonis dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan maqashid syariah
dalam mencapai kesejahteraan umat.

Dengan mengintegrasikan prinsip hifz al-mal dan hifz al-‘aql ke dalam kebijakan
ekonomi dan penerapan etika yang kuat, masyarakat dapat diharapkan untuk terlibat
dalam praktik bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga
mematuhi norma-norma syar’i dan etika sosial. Perkembangan teknologi yang pesat
harus diimbangi dengan regulasi yang responsif dan literasi keuangan yang
memadai, sehingga masyarakat dapat berinvestasi dan bertransaksi dengan bijak
serta sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Upaya ini akan mendorong partisipasi
yang lebih besar dalam ekonomi syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap sistem keuangan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam fikih kontemporer, aset tak berwujud diakui sebagai bagian dari al-mal

(harta) apabila memiliki manfaat yang nyata (manfa‘ah) dan nilai ekonomi yang riil.
Pandangan ini muncul sebagai respons atas perkembangan ekonomi modern yang
tidak lagi terbatas pada aset fisik, tetapi juga mencakup kekayaan berbasis digital,
seperti hak cipta, merek dagang, dan mata uang kripto. Para ulama dan ahli fikih
menegaskan bahwa keberadaan manfaat dan nilai tukar yang sah menjadikan aset
tak berwujud dapat diperjualbelikan dan dimiliki secara syar‘, selama transaksi
tersebut tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba, atau penipuan.

Dalam konteks cryptocurrency, aset digital ini dapat dikategorikan halal
sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu memiliki kejelasan nilai, tujuan
penggunaan yang halal, serta tidak digunakan untuk aktivitas spekulatif (maisir)
yang merugikan. Dengan demikian, kripto dapat dianggap sebagai instrumen
keuangan modern yang sah secara syariah apabila didasarkan pada underlying asset
yang jelas, dikelola secara transparan, dan mendukung aktivitas ekonomi produktif.
Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas fikih Islam dalam merespons inovasi
teknologi finansial tanpa meninggalkan prinsip dasar keadilan, kemaslahatan, dan
kejujuran dalam muamalah.
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